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BAB IV 

Kesimpulan dan Saran 

4.1 Kesimpulan 

Kepentingan pemerintah untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia 

pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pertama terancam gagal 

akibat tingginya aktivitas IUU Fishing, khususnya di Laut Natuna. Laut Natuna 

merupakan wilayah Indonesia dengan sumber daya ikan tangkap yang cukup tinggi. 

Sumber daya yang melimpah ini menjadi daya tarik bagi nelayan asing. Banyaknya 

nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, tidak teregulasi, dan 

tidak terlaporkan, mengakibatkan menurunnya jumlah tangkapan nelayan 

Indonesia. Dampak lain juga dapat dilihat dari penurunan kualitas ekosistem laut 

akibat pemancingan secara berlebihan. Hal ini akan berdampak pada penurunan 

hasil tangkapan yang akan mengancam pendapatan negara dan juga pendapatan 

nelayan Indonesia.  

Berangkat dari pertanyaan penelitian “Bagaimana upaya self-help 

pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan sumber daya maritim di Laut Natuna 

dalam menghadapi ancaman illegal unreported unregulated fishing yang dilakukan 

oleh kapal nelayan Indonesia dan kapal nelayan asing pada tahun 2014-2019?”, 

peneliti telah melakukan akumulasi data berdasarkan kerangka pemikiran Self-help. 

Peneliti memperoleh jawaban bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam 

menerapkan kebijakan penenggelaman kapal merupakan self-help. Hal ini 

dikarenakan struktur anarki dalam sistem yang memaksa Indonesia untuk 
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bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Upaya self-help yang dilakukan Indonesia 

adalah dengan memanfaatkan kapabilitas yang dimiliki Indonesia secara internal 

dan juga eksternal.  

Secara internal, pemerintah Indonesia memanfaatkan kekuatan militer yang 

didukung dengan perumusan kebijakan luar negeri dan kebijakan domestik yang 

dapat mendukung upaya Indonesia dalam menyelamatkan sumber daya maritim di 

Laut Natuna. Perumusan kebijakan ini menghasilkan kebijakan penenggelaman 

kapal dan juga pembentukan Satgas 115 sebagai upaya Indonesia memberantas IUU 

Fishing. Kebijakan ini dijalankan atas koordinasi antar institusi seperti KKP, 

Kemenko Maritim, Bakamla, Polair, dan juga Kejaksaan dengan tugas dan 

wewenang masing-masing. Dalam memanfaatkan kapabilitas secara internal, 

Indonesia juga memanfaatkan masyarakat sebagai lembaga pengawas dengan 

mendukung pembentukan POKMASWAS khususnya di daerah Natuna.  

Secara eksternal, pemerintah Indonesia memanfaatkan pendekatan secara 

bilateral untuk dapat melakukan kerjasama serta menjaga hubungan baik dengan 

negaranegara lain khususnya di kawasan untuk menghindari adanya konflik. 

Pendekatan ini diperlukan untuk meningkatkan dukungan positif terhadap kebijakan 

Indonesia, khususnya terkait penenggelaman kapal asing yang melanggar wilayah 

batas ZEE Indonesia. Pendekatan yang dilakukan Indonesia tidak selalu 

menghasilkan kesepakatan. Kerjasama Indonesia dan Vietnam telah berhasil 

mengurangi jumlah kapal asing Vietnam yang masuk secara ilegal di wilayah 

perairan Indonesia. Akan tetapi permasalahan dengan Cina dan Filipina belum dapat 

diselesaikan meskipun kedua negara melihat IUU Fishing sebagai ancaman yang 
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serius. Oleh karena itu kebijakan penenggelaman kapal sebagai bentuk tanggung 

jawab Indonesia atas dirinya sendiri dirasa sebagai kebijakan yang tepat. Melalui 

kebijakan ini Indonesia dapat mengurangi intensitas kapal asing di wilayah perairan 

Indonesia. Dengan berkurangnya jumlah kapal asing yang didukung dengan 

penguatan identitas maritim secara nasional dapat dikatan bahwa upaya yang 

dilakukan Indonesia adalah hal yang tepat. Berdasarkan deskripsi yang telah 

dijabarkan peneliti maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pertanyaan penelitian 

telah terjawab. 

 

4.2 Saran 

Setelah menarik kesimpulan, peneliti menemukan beberapa kelemahan 

terkait upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia selama periode 2014-2019. Oleh 

karena itu peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk 

penelitian di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan 

penenggelaman kapal yang dilakukan KKP bersama dengan instansi pemerintah 

lainnya merupakan sebuah terobosan baru yang cukup efektif dalam mengurangi 

kerugian akibat IUU Fishing. Akan tetapi IUU Fishing merupakan permasalahan 

yang sulit untuk dikendalikan, oleh karena itu dibutuhkan sebuah rencana jangka 

panjang sebagai bentuk upaya mengamankan kepentingan Indonesia terkait sumber 

daya maritim. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga pemerintah 

Indonesia harus mampu mengawasi segala jenis aktivitas yang terjadi di wilayah 

perairan Indonesia khususnya di wilayah ZEE dan perbatasan antar negara. Oleh 
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karena itu pemerintah dapat mengandalkan kerjasama regional dan internasional 

dalam mendukung kebijakan penenggelaman kapal agar dapat meningkatkan 

efektivitas kebijakan. Demi mengembalikan kejayaan maritim Indonesia, 

dibutuhkan usaha dari segenap warga negara Indonesia sekarang dan juga di masa 

depan. 
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